
PEUIERINTAH I{ABUPATEN PESISIR SELATATT
DINAS PEIIIANAMAIT MODAL DAIiI PELAYAI'TAI{

PERIZIilAN TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. {0756} 22647

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATA,I{

l{oluoR : $7Al 25 IDPMPPTSP-PS/KB lrUZO?t

TENTANG

PERPAITJAI{GAIT IfiIT OPERASIOI{AL
PTSYELTITGGARA.AIT PEITDIDIHAS FORMAT DA.IT IIIFOnIilAT

KB. PETITA IIATI

BUPATI PESI$IR SELATAN,

Menimbang : trahwa dalam rangka urernberikan kepastian hukum kepada
penSrelenggaraan pendidikan forrnal cian inforqral dalam
memberikan layanam pendidikan kepada masyivaftsl perlu
ditetapkan dengan Keputusan Brtpati Pesisir Selatan tentang
Perpanjangan Tzi* Operasianal Pen-velenggaraan Pendidikan
formatr dan Inforrnal KB. Pelita Hati;

Mengingat : 1. lJndang-Lindang Nornor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah 0tonr:m Kapupaten dalam
Lingkungan l)aerah Frovinsi Sumatera Tengah { Lembaran
Negala Repuhlik Indonesia Tahun i956 nomor 25) Jis
undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 7q57 (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undanpi-undang
Nomor 58 Tahun 108,Tambahan kmLraran llegara Republi-k

Indonesia Nomor $a3l;
Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2003 tentang Sistern

Pendidikan Nasional (Lembaran l{egara Republilc indonesia
Tahun 2003 Nomor" 78, 'larnbahan kmbaran Negara

Republik indonesia Nomor a301);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarari 2014

{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor
782, Tambahan Lembaran JYegara Republik Indonesia l[r:mor"

5a62|;
Undang-Unrlang Nomor 23 Tatrun 2Al1 t"entang
Pemerintahan l)aerah ( l,embaran Negara Repub)lk Indonesia
Tahun ZAH Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhil dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun '2074 tentarrg Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TamLrahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Perat.uran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah ilembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, thmbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3ai i);
Peraturan Pernerintah Nomor lq Tahun 2005 tentang
St-andar Nasional Penditlikan {Lembaran Negara Republik
lndonesiil Tahun 2005 Nornor 41, Tambahan l,emtraran
Negara Republik indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah
iubah engan Peraturan Pemerintah Alornor 32 Tahun 2{}1.3

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
{irmbaran l{egara Republik Indonesia Ta}run 2005 Nomor
71, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a10);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wa;'iti
Belajar (Lembaran Negara Republik Indcnesia 'lahun 20OB

Nomor 90, 'larrrbahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a863);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 trntang
Pengelolaan dan Pen-velengga.raan Penrlidikan (Lembara.n
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor '23,

Tambahan lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomr:r
5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengeloiaan darr Fenvelenggaraarl Pendidikan {krnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Non:or 110,
Tamirahan l,embaran lt{egara Republik lndonesia Nomor
5155);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2AAg tcntang Pelayanan Terpadu Satri Pint.u di F3idang

Penanaman Mr:dal;
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang ()erakan
Nasional Percepatan Penuntasan S/ajib Belajar Pendidikan
I)asar SemLrilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Repubiik Indonesia Nomor 84 Tahun 2AG tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Reputrlik
lndonesia Nr:rnor 17 Tahun '2017 tentang Penerimaan diciik
Baru pada Taman Kanak * kanak_, Sekolah Dasar, Sekolah
N{enengah Pertama, Sekolah Menenga}r Atas, Sekolah
Menr:ngah Kejuruan, atau Bentuk lain.vang sederajat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
138 Tahun '2A17 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu
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Satu Pintu di Daerah
Keputusan Menteri Penrlidikan Nasional Nomor OIB/U ll9q7
tentang Penvelenggaraan Pendidikan parla Kelornpok
Berrnain dan f'aman Pendidikan Anak {:fPA}.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05110.2001
tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan lSupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Irungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2OI7
tentang Pendelegasian Wervenang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Kepacia Dinas Penanaman Modal ctan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pir:tu Kabupater: Pesi.sir
Selatan;

Keputusan Rupati Pesisir Seiatan Nomor
57A I 285{KPTS1BI}T-FSI201 7 tentang Penetapan Stanriar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nr:rn

Pedzinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
Keputusan Kepala lfinas Pendidikan dan Keburiayaan
KaLrupaten Pesisir Selalan Nomor 421/'23A IDPK-
PAUDN1.02|'2A17 tanggal 17 Nopernber 2017 tentang Izin
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, JTonformal dan
Informal {PAUDNI);

Surat Permohonan Kepala Sekolah KB. Peiita Flati, tanggal 7
Desemtrer 2A2Q perihal tentang Permohnnan lzin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan
Informal.

Surat tr?ekornendasi Kepala Dinas Pendirlikan cian
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Noutor :

42A I 376 |DPK-Sekretarial.. 1 I 2A21, Tanggai li) Februari
2A21, tentang Rekomendasi Perpanjangan lzin Operasional
KB. Pelita F{ati.

Merlperhatikan

Menetapkan

KIISATU

: 1.

2.

MEMUTUSK,IulI

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan F'ormal dan Intbrmal Kepada:

Nama lembaga
Jenis kegiaten
Penyelenggara
Alamat

KB. PELITA }IATI
KB { Kelompok Ben:rain}
FATSAL, S.Pd
Kampung Pancung Taba, Nagari
Pancung Taba, Kecamatan IV Nagari
Bayang Utara KaLrupaten Pesisir
Selatan.



KBDUA

KtrTIGA

KEEMPAT

Perpanjangan lzin Operasional Penyelenggaraan Pendiclikan
F'ormal dan infonnal setragaimana rlimaksud daiam Diktum
KESATU berlakri sejak Tanggal 15 Februan 2O21 sampai tlengan
15 Februari 20)4.

KB. Pelita Hati selaku pemegang izirr Operasionai ini, tidak
diperboleh untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki
kemilaii sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi: PAINAN
Pada tanggal : 15 Februad'2A21

Tembusan rlisampaikari Kepada Yth:
1. Bapak l3upati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sclr.Kapala Dinas Pendidikal Dan Kebucia-v-aan Kab. Pessel di Painan
3. Arsip
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PEMERINTAH
KECAMATAH

PEMERINTAH

KABUPATEN
IV NAGARI

PE$ISIR SELATAN
BAYANG UTARA

NAGARI PANCUANG TABA

STr RA,T KETER4.I{GAI'{ DOI}I ISILI
Nomor. 1 4O/339SKD|WN-PTIX -202 I

Yang bertanda tangan di barvah ini Wali Nagari Pancnang 'Taba Kecanratan IY
Nagari Bayang Utara menerangkan Baltlva:

Nama Yayasan : Yayasan Pelita F{ati

Nama Lemtraga . KB Pelita Hati Pancuang T'aba

NPSI{ : 69872399

Alamat : Pancuang laba

Gedung,tsangunan tersebut diatas Terhitung sejak Tahun 2010 Sampai sekarang

Ilerclomisili di Nagari Pancuang Taba Kecarnatan IV Nagari Bavaug Utara Kabnpaten Fesisir

Selatan.

I)emikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digurrakan sebagairnana mestinya.

Dikeluarkan di : Pancuang Taba


